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DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

a.

bahwa gl obal i sasi ekonom yang nenuntut dikurangi nya berbagai

hanbat an di bi dang perdagangan sel ain nerupakan kondi si yang
nmenberi peluang untuk nencapai pertunbuhan ekonom nelalu

peni ngkat an ekspor dan I nvest asi , juga nengaki bat kan
nmenurunnya daya saing nasional sehingga neninbul kan danpak
yang sangat serius terhadap perekonom an dan perdagangan
nasi onal serta neni ngkat nya angka pengangguran dan kem ski nan;

bahwa kebijakan nasi onal penbentukan kawasan perdagangan bebas
dan pel abuhan bebas berdasarkan Peraturan Penerintah Pengganti

Undang- Undang Nonor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pel abuhan Bebas yang telah ditetapkan nenjadi

Undang- Undang ber dasarkan Undang- Undang Nonor 36 Tahun 2000

yang nerupakan sal ah satu bentuk kawasan ekonom khusus unt uk
nmengatasi danpak negatif globalisasi ekonom sebagai mana
di mksud pada huruf a, belum dapat diwij udkan karena kawasan
per dagangan bebas dan pel abuhan bebas tersebut hanya dapat
di bent uk dengan undang- undang;

bahwa penundaan penbentukan kawasan perdagangan bebas dan
pel abuhan bebas tel ah nenci ptakan kondi si darurat ekonom dan
hal ihwal kegentingan |ainnya yang nendorong Penerintah
nmenenpuh kebijakan strategi s untuk nengat asi nya;

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud dal am
huruf a, huruf b, dan huruf c, dan untuk nenberikan |andasan
hukum bagi penbent ukan kawasan per dagangan bebas dan pel abuhan
bebas perlu nengubah beberapa ketentuan dalam Undang- Undang
Nonmor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-Undang Nonor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan
Per dagangan Bebas dan Pel abuhan Bebas nenj adi Undang- Undang;

Mengi ngat :

1
2.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
I ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 10 Tahun Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nonor 75,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik |Indonesia Nonor 3612)
sebagai mana tel ah diubah dengan Undang- Undang Nonor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nonor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun
2006 Nonor 93, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia
Nonor 4661) ;



3. Undang- Undang Nonor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nonor 76, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik I ndonesi a Nonor 3613);

4. Undang- Undang Nonor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan
Peneri ntah Pengganti Undang-Undang Nonmor 1 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas nenj adi
Undang- Undang (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2000
Nonmor 251, Tambahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor
4053) ;

5. Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonmor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik |Indonesia Nonor 4437)
sebagai mana tel ah diubah dengan Undang-Undang Nonor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- Undang Nonor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
menj adi  Undang- Undang (Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Tahun 2005 Nonor 108, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
I ndonesi a Nonor 4548);

6. Undang- Undang Nonor 33 Tahun 2004 tentang Perinbangan Keuangan
antara Penerintah Pusat dan Penerintah Daerah (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 2004 Nonor 126, Tanbahan Lenbaran
Negara Republik | ndonesia Nonor 4438);

7. Undang- Undang Nonor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonor 68
Tanbahan Lenbaran Negara Republik I ndonesia Nonor 4725);

MVEMUTUSKAN:

Menet apkan:

PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG UNDANG NOVOR 1 TAHUN 2000 TENTANG
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS VENJADI
UNDANG UNDANG

Pasal |

Beber apa ket entuan dal am Lanpi ran Undang- Undang Nonor 36 Tahun 2000
tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti Undang- Undang
Nonmor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pel abuhan
Bebas nenjadi Undang-Undang (Lenbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nonor 251, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia
Nonmor 4053), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2

ber bunyi sebagai beri kut:

"Pasal 2

Bat as- bat as Kawasan Per dagangan Bebas dan Pel abuhan Bebas bai k
daratan nmaupun perairannya ditetapkan dalam Peraturan
Penerintah tentang Penbentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pel abuhan Bebas. "



Ket entuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3
ber bunyi sebagai beri kut:

"Pasal 3

D dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pel abuhan Bebas
sebagai mana di maksud dal am Pasal 2 dil akukan kegi at an- kegi at an
di bidang ekonom, seperti sektor perdagangan, nmaritim
industri, per hubungan, per bankan, pariw sat a, dan
bi dang- bi dang | ai n yang ditetapkan dal am Peraturan Penerintah
tegtang penbent ukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pel abuhan
Bebas. "

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4
ber bunyi sebagai beri kut:

"Pasal 4

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas nerupakan
w | ayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
penbent ukannya dengan Per at uran Peneri ntah."

D antara BAB VIII dan BAB | X disisipkan 1 (satu) bab, yakni
BAB VII | A KETENTUAN PERALI HAN dan 1 (satu) Pasal yakni Pasa
17A, yang berbunyi sebagai berikut:

"BAB VI'1 | A
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 17A

Pada saat Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang ini berl aku:

a.

senua peraturan pel aksanaan Undang- Undang Nonor 36 Tahun 2000
tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti Undang- Undang
Nonmor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pel abuhan Bebas nenj adi Undang- Undang (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 2000 Nonmor 251, Tanbahan Lenbaran
Negara Republik I ndonesia Nonor 4053); dan

Undang- Undang Nonor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan
Peneri ntah Pengganti Undang-Undang Nonmor 2 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pel abuhan Bebas Sabang nenj ad

Undang- Undang (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2000
Nonmor 252, Tambahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor
4054) ;

tetap berl aku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan yang
baru berdasar kan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang ini."



Pasal |1

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- Undang ini mul ai berl aku pada
t anggal di undangkan.

Agar setiap orang nengetahuinya, mener i nt ahkan  pengundangan
Per at ur an Perer i nt ah Penggant i Undang- Undang ini dengan
penenpat annya dal am Lenbaran Negara Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2007
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.

DR H SUSI LO BAVBANG YUDHOYONO
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2007
MENTER HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
ANDI NMATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2007 NOMOR 72

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 1 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMCR 36 TAHUN 2000 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG- UNDANG

l. UMUM

Unt uk nmewuj udkan masyarakat adil dan naknur berdasarkan
Pancasi | a dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 perlu dil aksanakan penbangunan ekonom nasi onal
yang berkel anj ut an dengan ber| andaskan denokrasi ekonom unt uk
nmencapai tujuan bernegar a.

Dal am rangka nenpercepat penbangunan ekonom nasi onal
sebagai mana  di naksud di atas perlu adanya peningkatan
penanaman nodal yang antara lain dengan adanya kebijakan
pengenbangan ekonom di w | ayah tertentu untuk nenari k potensi
pasar internasional dan sebagai daya dorong guna neni ngkatkan
daya tarik pertunbuhan suatu kawasan atau w |ayah ekonom
khusus yang bersifat strategis bagi pengenbangan perekonom an



nasi onal

Kawasan ekonom khusus tersebut dalam Undang- Undang
Nonmor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Moddal di amanat kan agar
unt uk nel aksanakan ketentuan Undang-Undang Penanaman Mdal
tersebut di atas nmaka perlu ditetapkan perubahan beberapa
ket ent uan Undang- Undang Nonor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang Nonor 1 Tahun
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pel abuhan Bebas
menj adi Undang- Undang.

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang ini hanya
nmenuat perubahan tata cara penetapan kawasan perdagangan bebas
dan pel abuhan bebas yang semula harus dengan Undang- Undang
nmenj adi dengan Perat uran Peneri nt ah.

PASAL DEM PASAL

Pasal |
Cukup j el as.

Pasal 11
Cukup j el as

TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A NOMCR 4729



